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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan pemeliharaan- 

Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan damai sejahtera. Tanpa 

penyertaan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang hukum 

tata negara khususnya kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 

Indonesia dalam pembahasan dan persetujuan rancangan undang- undang menjadi 

undang-undang yang peneliti tuliskan berjudul: “Tinjauan Yuridis Kewenangan 

Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan dan Persetujuan Rancangan 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 92/PUU-X/2012.” Penelitian ini disusun melalui berbagai tantangan. 

Mulai dari tantangan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar penulis. 

Namun, seluruh tantangan tersebut merupakan langkah penulis untuk terus berharap 

kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu Sang penolong sejati. Sehingga, penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini sepenuhnya karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus 

dan didukung oleh keluarga, dosen, dan kerabat. 

Penelitian ini memuat kewenangan yang dimiliki DPD dalam membahas 

rancangan undang-undang termasuk pemberian persetujuan rancangan undang- 

undang menjadi undang-undang yang masih terbatas dan belum memberikan 

kepastian hukum. Walaupun penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam 

penyusunannya, tetapi memberikan gagasan yang detil untuk pemberian 

kewenangan DPD dalam membahas dan menyetujui RUU menjadi UU sesuai 

dengan tujuan filosofis pembentukan DPD. 

Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan 

orang-orang terhadap penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis 

sampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Hardjono S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor 

Universitas Kristen Indonesia. 
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2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I 

yang telah telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Indonesia. 

4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi 

Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. 

5. Bapak Tomson Situmeang S.H.,M.H. selaku Plt. Ketua Program Studi 

Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen 

Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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telah memberikan dedikasinya untuk memberikan ilmu hukum selama 

penulis berkuliah. 

7. Bapak Pahotton Aritonang dan Ibu Rusmiati selaku orangtua yang selalu 

mendoakan peneliti dalam menyusun penelitian ini. 
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memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk memberikan 

data dalam wawancara. 

9. Ibu Dr. Badikenita Putri, S.E., M.Si. selaku narasumber yang telah 

memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk memberikan 

data dalam wawancara. 

10. Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan selaku teman baik yang telah siap 

sedia menolong penulis mendukung selama proses perkuliahan dan 

dalam penyusunan penelitian ini. 

11. Putu George Matthew Simbolon dan Rebecca Deborah Aritonang selaku 

teman baik yang telah mendukung penulis dalam menempuh 

perkuliahan hingga peneliti dapat menyusun penelitian ini hingga akhir. 

12. Maria Siregar, Angel, dan Rina selaku anak kelompok kecil yang terus 

menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi ini. 
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13. Gladys yang sangat baik mendukung dan menyemangati selama 

penelitian ini berlangsung. 

14. Claudia Eka Putri, Cecilia Elizabeth, dan Lexarina Napitupulu selaku 

teman di gereja yang selalu menyemangati penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 
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menjadi teman baik sejak SMP hingga saat ini telah mendoakan dan 
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Akhir kata penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi berkat bagi penulis 

dan pembaca serta menjadi rekomendasi bagi DPR, Presiden dan masyarakat luas 

untuk menjadikan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang optimal bagi 

kemajuan daerah sesuai tujuan pembentukan DPD. Terima kasih, Tuhan Yesus 

memberkati. 
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Penulis, 
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No.92/PUU-X/2012, 27 Buku, 12 Jurnal 

G. Jumlah Halaman : 117 + XIII Halaman 

H. Ringkasan Isi : 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang 

salah satu fungsinya yaitu dalam hal legislasi. DPD memiliki kewenangan pembahasan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan hal lain 

sesuai Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, mekanisme pembahasan RUU 

termasuk persetujuan RUU menjadi UU tersebut belum memberikan kepastian hukum dan 

masih sangat terbatas dimiliki DPD. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif tetapi dalam 

pelaksanaannya didukung dengan penelitian yuridis empiris dan pendekatan berupa 

perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data 

primer berupa hasil wawancara anggota DPD dan data sekunder berupa bahan hukum 

primer yang terdiri dari beberapa UU dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 serta bahan 

sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan 

kewenangan DPD. 

Kewenangan pembahasan yang dimiliki DPD hanya sampai pada tingkat I 

sedangkan pembahasan tingkat II yang merupakan persetujuan RUU menjadi UU tidak 

dimiliki DPD. Artinya, mekanisme pembahasan dan persetujuan RUU menjadi Undang- 

Undang (UU) masih didominasi DPR. Penataan kewenangan DPD tersebut dapat dilakukan 

melalui amandemen terbatas kelima UUD NRI Tahun 1945 secara hati-hati. 

I. Pembimbing: 

1. Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H. 

2. Tomson Situmeang S.H., M.H. 

Jakarta, 17 Desember 2022 

Penulis, 



Sophie Hasianna 

xiii Universitas Kristen Indonesia 

 

 

 

 

 
 

ABSTRACT 

A. Name : Sophie Hasianna 

B.NIM 1840050177 

C. Thesis Title : Juridical Review of the Authority of the House of 

Representatives Regions in Deliberation and Approval 

Draft Law Becomes Law Based on Constitutional Court 

Decision No.92/PUU-X/2012 

D. Keywords : DPD, Discussion of the Bill, Approval of the Draft Bill 

Law, Constitutional Court Decision No. 92/PUU-X/2012 

E. Specialty Program : Constitutional Law 

F. Reading List : 4 Law, Constitutional Court Decision No.92/PUU-X/2012, 

27 Books, 12 Journals 
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H. Summary of Contents: 

The Regional Representative Council (DPD) is a regional representative 

institution whose one function is in terms of legislation. The DPD has the authority 

to discuss Draft Laws (RUU) related to regional interests and other matters in 

accordance with Article 22D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic 

of Indonesia. 

This research uses normative juridical research but in its implementation it 

is supported by empirical juridical research and approaches in the form of statutory 

and conceptual regulations. The types and sources of data used are primary data in 

the form of interviews with DPD members and secondary data in the form of 

primary legal materials consisting of several laws and the Constitutional Court 

Decision No. 92/PUU-X/2012 as well as secondary materials in the form of books, 

journals, and other scientific papers related to the authority of the DPD. 

The discussion authority that is owned by the DPD is only up to the level of 

discussion of the level II discussion, which is the approval of the bill, which is not 

owned by the DPD. This means that the discussion and approval of the bill into a 

law is still dominated by the DPR. Structuring the authority of the DPD can be done 

through the fifth limited amendment of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia carefully. 

I. Supervisor: 

1. Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H. 

2. Tomson Situmeang S.H., M. 

Jakarta, December 17, 2022 

Writer, 


